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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Tahun 2024 ini dilaksanakan
Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2020 — 2024. Rencana Strategis
ini merupakan acuan bagi Pengadilan Negeri Wamena dalam rangka penyelenggaraan hukum
dan keadilan. Reviu Rencana Strategis ini juga dapat digunakan masyarakat dalam
berpartisipasi dalam pembangunan peradilan umum di Pengadilan Negeri Wamena, selain
sebagai acuan dalam perencanaan, rencana strategis ini akan dijadikan landasan bagi penilaian

kinerja bagi Pengadilan Negeri Wamena.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-
Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab V Pasal
15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Rencana

Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan adanya Rencana Strategis ini diharapkan Pengadilan Negeri Wamena dalam
wilayah hukumnya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif serta
sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan hukum

terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal.

Wamena, 15 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI

NIP. 19780330 200212 1 004
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga segala tindakan

penyelenggaraan negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang

berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hirarki tatanan norma yang berpuncak pada

Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian pelaksanaan

demokrasi juga harus berdasarkan hukum. Hukum yang diterapkan dan ditegakkan

harus mencerminkan kehendak rakyat sehingga harus dijamin adanya peran dalam

proses pengambilan keputusan kenegaraan.

» Tugas Pokok

Sesuai ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Jo UU Nomor 35

tahun 1999 Jo UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan
Kehakiman, Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman diserahkan kepada

badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas

pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap

perkara.

» Fungsi

Pengadilan Negeri Wamena dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut

diatas, memiliki fungsi sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni fungsi memeriksa dan mengadili
perkara yang menjadi kewenangannya yaitu perkara pidana dan perdata
pada tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena;
Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan
petunjuk kepada penjabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya,
baik menyangkut teknis yudisial, adminitrasi peradilan, maupun
administrasi  umum/perlengkapan,  keuangan  kepegawaian  dan
pembangunan;

Fungsi pengawasan, yakni melakukan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera
Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajaranya agar
Pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;

Fungsi Nasihat, yakni fungsi dalam memberi pertimbangan serta nasihat
mengenai hukum apabila diminta kepada instansi Pemerintah yang berada
dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena;
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5) Fungsi Administratif, yakni fungsi dalam penyelenggaraan administrasi
umum, keuangan, kepegawaian dan teknologi informasi yang mendukung
pelaksanaan tugas pokok menyangkut teknis maupun non teknis;

6) Fungsi lainya vyaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan
riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas — luasnya
bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transportasi informasi
peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor -1-144/KMAJ/SK/1/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan
Informasi di Pengadilan.

Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Kekuasaan Kehakiman
menetapkan bahwa badan-badan peradilan di Indonesia baik secara Teknis Judisial
maupun secara Administratif, organisatoris dan finansial berada didalam satu

lembaga yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sumber Daya Manusia yang ada dalam lembaga peradilan harus didukung
oleh peningkatan kualitas dan kemampuan aparat atau sumber daya manusia yang
bekerja didalamnya yaitu Hakim, Panitera dan seluruh jajaran pengawai
pengadilan diarahkan untuk lebih profesional, memiliki integritas, kepribadian dan
moral yang tinggi, dengan tujuan dapat memiliki kemampuan yang tinggi,
loyalitas dan disiplin serta mampu bekerja secara profesional sehingga mendapat
kepercayaan dan penghormatan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Dengan demikian Hakim, Panitera, Jurusita dan jajaran pegawai Pengadilan dapat
menyelenggarakan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab. Setelah
lembaga peradilan berada dalam satu atap dibawah naungan Mahkamah Agung
Republik Indonesia, telah banyak perubahan besar yang terjadi terutama usaha
peningkatan profesionalisme dari aparat pengadilan melalui peraturan-peraturan
yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia baik untuk
Hakim, Panitera, Jurusita dan bagian administrasi seperti bagian umum,

kepegawaian, keuangan.

Disamping pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung
untuk peningkatan kualitas profesionalisme bagi seluruh aparat Pengadilan, sarana
dan prasarana yang ada cukup memadai. Demikian pula anggaran yang
dikeluarkan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan,
sehingga anggaran yang ada saat ini sangat mendukung pelaksanaan tugas-tugas di
Pengadilan. Kendala utamanya yaitu sumber daya manusia yang ada harus juga

dipersiapkan agar program kerja yang telah direncanakan dapat direalisasikan
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sesuai dengan harapan pemerintah maupun masyarakat. Hal ini menjadi terkendala
karena tidak semua Pengadilan Negeri di Indonesia siap dengan sumber daya

manusia baik dari personilnya maupun kualitasnya.

Salah satunya kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Wamena yakni ada
beberapa posisi bagian yang kosong dan belum terisi dikarenakan terlambatnya
diusulkan kekosongan pada jabatan tersebut dan dari segi kepangkatan belum
memadai serta dari segi keterampilan belum mampu menerima tanggung jawab
terhadap jabatan-jabatan yang kosong tersebut, padahal sebenarnya keadaan ini
sudah sering dilaporkan setiap Rakerda yang diadakan Mahkamah Agung RI di
Pengadilan Tingkat Banding namun demikian tidak mengurangi pelayanan kepada
masyarakat di seluruh wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang meliputi

seluruh Kabupaten pada Provinsi Papua Pegunungan yaitu :

Kabupaten Jayawijaya
Kabupaten Tolikara

Kabupaten Yahukimo
Kabupaten Nduga

Kabupaten Lanni Jaya
Kabupaten Pegunungan Bintang
Kabupaten Yalimo

L N o g B~ w D P

Kabupaten Mamberamo Tengah.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan
kehakiman serta peradilan Negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis
dibidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat)
lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang

adminstratif, personil dan finansial serta sarana/prasarana.

Kebijakan “satu atap” memberikan tanggung jawab dan tantangan karena
Mahkamah Agung Republik Indonesia dituntut untuk menunjukan kemampuan
guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang professional, efektif dan
efesien, transparan serta akuntabel. Untuk itu perlu dilakukan pembaharuan
peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada
cetak biru pembaharuan peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik

Indonesia.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Wamena
merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam rangka menata
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kembali organisasi dan tata kerja Pengadilan. Mahkamah Agung Rl mengeluarkan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi
dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. PERMA tersebut
mengatur pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan sehingga
melahirkan jabatan struktural baru, tugas pokok da fungsi peradilan menjadi
tanggung jawab seluruh organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.

Maka dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung ini serta diselaraskan
dengan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024,
Pengadilan Negeri Wamena telah memiliki sasaran strategis yang akan dicapai

antara lain :
1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;

3. Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin yang terpinggirkan;
dan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Program Kkerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja yang telah

ditetapkan tersebut yakni :

1. Program peningkatan manajemen peradilan umum, merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal peningkatan penyelesaian perkara,
peningkatan akseptabilitas putusan hakim, peningkatan efektifitas pengelolaan

penyelesaian perkara;

2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dibuat
untuk mencapai sasaran strategis dalam hal peningkatan pelayanan prima

dalam penyelesaian perkara;

3. Program peningkatan sarana dan prasarana, bertujuan untuk mencapai sasaran
strategis dalam peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

(access to justice).

Pengadilan Negeri Wamena sebagai pengadilan tingkat pertama di
kabupaten Jayawijaya untuk mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan
berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Negeri Wamena Tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 telah dilakukan
review rencana strategis pertama. Namun merujuk Review Rencana Strategis
Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Wamena menyusun

Renstra Pengadilan Negeri Wamena tahun 2020-2024, diperlukan analisis data dan
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kondisi keadaan tingkat perkara sebagai referensi untuk meraih capaian dan
potensi permasalahan yang terjadi. Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tahun Slsal;ﬁhun Masuk Jumlah Putus Sisa Akhir
2019 6 136 142 134 8
2020 8 172 180 172 8
2021 8 138 146 141 5
2022 5 148 153 139 14
2023 14 170 185 169 16

1.2.

POTENSI PERMASALAHAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pengadilan
Tingkat pertama, Pengadilan Negeri Wamena berpedoman pada rencana
pembaruan peradilan yang tertuang dalam cetak biru Mahkamah Agung RI tahun
2010-2035 sebagai kerangka rencana jangka panjang dan rencana strategis
Mahkamah Agung RI 2020-2024 sebagai kerangka rencana jangka menengah
untuk menentukan rencana startegis Pengadilan Negeri Wamena dalam upayanya

mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan maka potensi dan
permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Wamena akan semakin kompleks,
dengan banyaknya tantangan tersebut maka diharapkan adanya peningkatan
kinerja Pengadilan Negeri Wamena untuk mempercepat terwujudnya kepastian
hukum yang berkeadilan. Disamping banyaknya permasalahan yang dihadapi,
Pengadilan Negeri Wamena mempunyai potensi yang cukup untuk memenuhi

tuntutan masyarakat tersebut.

Capaian reformasi birokrasi secara umum di Pengadilan Negeri Wamena
dalam kurun waktu tahun 2023 telah menunjukan hasil yang baik. Peningkatan
penyelesaian perkara dan penurunan sisa perkara, kedisiplinan pegawai dan
pengawasan internal terhadap bagian kepaniteraan dan kesekretariatan.

Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang
berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaharuan

peradilan khususnya lima tahun kedepan.
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Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength),

Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari

Pengadilan Negeri Wamena :

A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadilan Negeri Wamena mencakup beberapa hal yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang mencakup beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

Adanya Undang-undang/Kepres yang mengatur kewenangan Pengadilan

Negeri selaku salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan

peradilan umum yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata

ditingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2004

tentang perubahan atas UU No.2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yaitu

pada pasal 50.

2. Aspek sumber daya aparatur peradilan

Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Wamena memiliki motivasi
yang tinggi dan kreatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Kapabilitas pejabat fungsional dan struktural yang semakin baik sejalan

dengan jumlah pelatihan dan pendidikan yang diikuti.

3. Aspek pengawasan dan pembinaan

Adanya sistem pengawasan yang melibatkan Hakim pengawas bidang
dalam pengawasan regular dan insidentil.

Adanya maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang pengawasan dan pembinaan Hakim,
Aparatur Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya.

Adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi dengan

menggunakan aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI.

4. Aspek tertib adminstrasi dan manajemen peradilan

Adanya pola pelatihan dan pembelajaran aplikasi guna mempermudah
proses adminitrasi perkara.

Adanya Standart Operasional Prosedur (SOP) dan standar peradilan
sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan.

5. Aspek sarana dan prasarana

Adanya sarana dan prasarana kantor yang sudah mulai lengkap seiring

berjalannya waktu.
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B. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Wamena dirinci dalam
beberapa aspek :
1. Aspek proses peradilan
- Putusan Pengadilan Negeri Wamena baru sebagian yang dapat
diunduh/diakses cepat oleh masyarakat.
- Belum optimalnya mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan
masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Wamena.

2. Aspek sumber daya aparatur peradilan
- Pengadilan Negeri Wamena belum mempunyai kewenangan untuk
merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan
kemampuan kerja yang dibutuhkan Pengadilan Negeri Wamena.

3. Aspek pengawasan dan pembinaan
- Kurang pahamnya masyarakat dalam mengakses pengaduan yang
berbasis teknologi informasi.

- Belum maksimalnya evaluasi penilaian kinerja.

4. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan
- Belum maksimalnya sistem manajemen perkara berbasis teknologi

informasi.

5. Aspek sarana dan prasana
- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Wamena dari pusat belum

sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang (Opportunity)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Wamena untuk
melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :
1. Aspek proses peradilan
- Adanya aplikasi SIPP yang mempermudah proses berperkara dan
adminstrasi umum serta website Pengadilan Negeri Wamena yang
mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan proses
perkara serta alur proses berperkara
- Sering diadakan sosialisasi tentang proses beracara di Pengadilan melalui

media-media.
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2. Aspek sumber daya aparatur peradilan
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan
internal Pengadilan Negeri Wamena, Pengadilan Tinggi Jayapura dan
Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Adanya tunjangan kinerja sebagai motovasi pegawai dalam peningkatan
Kinerja.
- Adanya rule model sebagai penghargaan dalam bentuk reward kepada

karywan/i dalam menunjang dan motivasi kinerja.

3. Aspek pengawasan dan pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI, Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI yang
dilaksanakan secara regular maupun insidentil.

- Adanya kegiatan dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala baik
untuk internal maupun eksternal dari tim pengawas Pengadilan Tinggi
Jayapura.

- Pembinaan yang dilakukan oleh tim pengawas Pengadilan Tinggi
Jayapura.

4. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan
- Dukungan dan koordinasi yang baik antara pengadilan di wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Jayapura.

- Adanya aplikasi manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi

5. Aspek sarana dan parasarana
- Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri
Wamena berupa sambungan internet dan website serta didukung dengan
perangkat pengolah data dan komunikasi yang cukup, fasilitas gedung
kantor yang sudah prototype, sarana dan prasarana gedung yang cukup,
serta kendaraan dinas yang cukup.

D. Tantangan (Threat)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Wamena yang akan
dihadapi dan harus dipikirkan secara baik untuk tetap dapat melakukan perbaikan
sebagaimana yang diharapkan :
1. Aspek proses peradilan
- Belum maksimalnya penggunaan website, kotak pengaduan, serta meja
informasi yang tersedia sebagai alat ukur kepuasan oleh pengguna jasa
pengadilan. Selain itu kondisi dan situasi keamanan yang kadang tidak
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kondusif di wilayah kerja Pengadilan Negeri Wamena menjadi tantangan
tersendiri dalam menjalankan tugas dalam menerima, memeriksa dan

memutus perkara.

. Aspek sumber daya aparatur peradilan

Personil di Pengadilan Negeri Wamena belum seluruhnya menguasai visi
dan misi Pengadilan Negeri Wamena.

Masih terbatasnya kualitas SDM yang memiliki kompetensi di bidang
yang dibutuhkan.

. Aspek pengawasan dan pembinaan

Belum berjalannya system reward dan punishment untuk mengontrol

kinerja aparat pengadilan.

. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan

Melakukan pembinaan administrasi secara berkala.

Masih timbul adanya perbedaan pemahaman dari Tim Pembinaan
adminstrasi antara satu dengan lainnya sehingga berakibat adanya keragu-
raguan dari pelaksana adminstrasi dalam menjalankan tertib

adminstrasinya.

. Aspek sarana dan parasarana

Anggaran yang tersedia dalam DIPA untuk pengadaan sarana dan
prasarana belum memadai. Untuk melakukan pemenuhan dan
pemeliharaan sarana kerja yang berbasis elektronik maupun sistem
teknnologi informasi, maka dibutuhkan anggaran yang dapat mendukung

terlaksananya pemenuhan kebutuhan tersebut.
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BAB Il
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan
tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Wamena yang
diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang
telah ditetapkan dalam cetak biru Mahkamag Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan
dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam kerangka rencana
pembangunan jangka menengah nasional (2020-2024) sebagai dasar acuan penyusunan
kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi
pada 2020-2024.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Wamena pada hakekatnya merupakan
pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk
meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan,
penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap system kebijakan , peraturan
terkait penyelesaian perkara agar dapat tecapai prose peradilan yang pasti, transparan
dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau,

kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan
tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi
merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan

dalam menjalan tugas dan fungsi dalam mecapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1. Visi dan Misi
Visi merupakan pandangan kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan
tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan oleh
Pengadilan Negeri Wamena. Visi Pengadilan Negeri Wamena mengacu pada visi
Mahkamah Agung RI, Adapun visi Pengadilan Negeri Wamena adalah sebagai
berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI WAMENA YANG AGUNG”
Pernyataan Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Sebagai pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Wamena mempunyai

peran penting dalam mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.
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2.2.

b. Pengadilan Negeri Wamena merupakan lembaga peradilan tingkat pertama
dilingkungan badan peradilan umum yang berkedudukan di kabupaten

Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan Misi Pengadilan Negeri Wamena :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Wamena;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Wamena;
4

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Wamena.

Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Wamena maka
perlu dirumuskan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan
penjabaran dan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun atau waktu tertentu. Pengadilan
Negeri Wamena mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai diuraikan

sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui
proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,;

2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin;

4. Terwujudnya tindak lanjut penyelesaian perkara.

Indikator tujuan adalah sebagai berikut :

No Tujuan Indikator Kinerja Target
1. | Terwujudnya kepercayaan Persentase para pihak yang | 95%
masyarakat terhadap sistem percaya terhadap sistem
peradilan melalui proses peradilan

peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel

2. | Meningkatnya Efektivitas Persentase peningkatan 60%
Pengelolaan Penyelesaian efektivitas penyelesaian
Perkara. perkara

3. | Meningkatnya Akses Persentase peningkatan 70%
Peradilan bagi Masyarakat akses peradilan bagi
Miskin. Masyarakat miskin

4. | Terwujudnya tindak lanjut Persentase putusan perkara 5%
penyelesaian perkara. perdata yang

ditindaklanjuti
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Adapun sasaran strategis Pengadilan Negeri Wamena dapat digambarkan pada
tabel dibawah, sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2020
sampai dengan tahun 2024. Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama
atau Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur untuk melihat capaian
keberhasilan kinerja organisasi.

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. | Terwujudnya Peradilan | a. Persentase perkara yang

yang Pasti, Transparan, diselesaikan tepat waktu
dan Akuntabel. - Perdata 95%
- Pidana 95%

b. Jumlah putusan yang
menggunakan pendekatan 1%
keadilan restorative.

c. Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya | 85%
hukum banding.

d. Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya | 85%
hukum kasasi.

e. Persentase perkara anak
yang diselesaikan dengan 20%

diversi.

f. Index persepsi pencari
keadilan yang puas

yang p 90%

terhadap layanan

peradilan.

2. | Peningkatan Efektivitas | a. Persentase Salinan
Pengelolaan putusan yang disampaikan | 95%

Penyelesaian Perkara ke para pihak tepat waktu.

b. Persentase perkara yang
diselesaikan melalui 10%

mediasi.

3. | Meningkatnya Akses a. Persentase perkara prodeo

Peradilan bagi yang diselesaikan.
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Masyarakat Miskin b. Persentase perkara yang
Dan Terpinggirkan diselesaikan diluar gedung -

Pengadilan.

c. Persentase pencari
keadilan golongan tertentu
yang mendapat layanan 70%
bantuan hukum
(Posbakum).

Meningkatnya Persentase putusan perkara

Kepatuhan Terhadap perdata yang ditindaklanjuti S
0
Putusan Pengadilan (dieksekusi).
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3.1.

BAB Il1
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI
Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam

RPJMN tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya

Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 8

sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dan non
teknis di lingkungan Peradilan

6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara
optimal

7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya
Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.

8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset Masing-

masing sasaran strategis diatas memliki arah kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan
dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penyempurnaan
penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses berperkara
yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian
Perkara Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai
dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009
tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI
menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani olen Mahkamah Agung
harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister,
sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding
diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998
tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata
umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan
keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua
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Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-
alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dengan adanya semangat
pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan
jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan
masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung
dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan
Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VI11/2013 tentang Penetapan Hari
Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada
butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan
paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis,
kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih
cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau
Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian
perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran
Ketua Mahkamah agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan
Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat
Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara
pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan,
ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya
percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya
senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping
hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian
perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan
melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil
yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum

terlaksananya small claim court.

Sasaran Strategis 3: Menigkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan. Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatn akses peradilan
bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 ( tiga )arah
kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat
miskin, (2) Sidang keliling/zitting plaats

dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan
Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Jangka waktu penanganan perkara
pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor : 138/KMA/SK/1X/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan
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Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang
ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu

1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada
Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua
Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang
menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara
tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih
dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang
bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan
Tingkat Banding.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga
Teknis Di Lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabat
setingkat Eselon 11l dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat
setingkat Eselon 111 dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem
Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (Competency Based HR Management),
menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment,
pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan
(capacity building), menyusun standarisasi system pendidikan dan pelatihan
aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian
kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan system

manajemen informasi yang terkomputerasi.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Pelaksanaan Penelitian, Pendidikan dan
Pelatihan Sumber Daya Aparatur Di Lingkungan Mahkamah Agung.

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang
terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan
akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja
secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi
Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis Tl Sasaran
Strategi 7 : Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan
Secara Optimal Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan
aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan
SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam

pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan
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peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan
Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM,
Keuangan, dan Aset Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan
Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1)
Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola
promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk mewujudkan
sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan
secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
(1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; (2) Mekanisme perencanaan dan
pelaksanaan anggaran; (3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan; (4)
Penataan Organisasi dan Tata laksana dan (5) Pengembangan budaya

organisasi yang efektif. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung. Kondisi saat ini, dalam hal
anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan
kebutuhan operasional. Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan
kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA
melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan,
acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam
rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana
merupakan hal yang penting. Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2
arah kebijakan Kemandirian Anggaran yaitu :

- Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian
Anggaran;
- Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan Perundang-

undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

b. Penataan Manajemen Dalam Rangka Good Court Governance. Dalam
mewujudkan kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan maka
diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh menuju good court

governance meliputi arah kebijakan sebagai berikut :

1. Restrukturisasi program kegiatan dan penajaman indikator Kkinerja
kegiatan
2. Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan sebagai

penunjang anggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung
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3. Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (baseline) berdasarkan hasil
evaluasi capaian kinerja
4. Penyusunan regulasi penata kelolaan aset dan penerapan tata kelola aset

berbasis risk analysis.

c. Restrukturisasi Organisasi dan Mengarah Pada Good Court Governance dan
Pengembangan Budaya Organisasi Yang Efektif Untuk mewujudkan good
court governance diperlukan arah kebijakan yang mengarah pada penataan
organisasi sebagai berikut :

1. Perombakan struktur organisasi dengan mengacu pada alur business
proccess dan efisiensi manajemen anggaran

2. Penetapan dan implementasi nilai-nilai utama dalam berbagai aspek
pekerjaan untuk mendorong budaya kerja yang sesuai dengan visi dan
misi Mahkamah agung

3. Transformasi pola pikir mengarah pada internal service attitude yang

menunjang efisiensi dan efektifitas proses bisnis.

3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Wamena
Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan,
Pengadilan Negeri Wamena menetapkan arah dan kebijakan sebagai berikut :
1. Peningkatan Kinerja.
Peningkatan Kkinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem
manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat
pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat
mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan
yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan

untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi

peningkatan Kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi
sesuai dengan kompetensi

- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin
berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa
keadilan masyarakat.

- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi

informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
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Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan

kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas
hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan
publik.

Harapan untuk mendapatkan pengakuan dari lembaga lain/masyarakat
terkait pelayanan yang telah diberikan dan prosedur kerja melalui sertifikat
ISO.

Strategi yang dilakukan Pengadilan Negeri Wamena berikut :

1.

Peningkatan Kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh Pengadilan
Tinggi Jayapura umumnya dan Pengadilan Negeri Wamena, dikarenakan
keterbatasan anggaran yang ada atau karena tidak tersedia alokasi
anggarannya, maka dilakukan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja) di Kantor
Pengadilan Negeri Wamena maupun di Pengadilan Tinggi Jayapuran sehingga

anggaran yang dikeluarkan efisien dan ekonomis.

Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia terkait rotasi dan peningkatan
karir bagi Pegawai Negeri Sipil, secara berkala dilaksanakan promosi dan
mutasi bagi pejabat, baik jabatan struktural maupun fungsional serta staf
melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Pengadilan Tinggi Jayapura.

Dalam meningkatkan pengawasan dan pembinaan dilingkungan Pengadilan
Negeri Wamena dilakukan secara rutin oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang.
Pengawasan dilakukan dengan cara :

- Memeriksa dokumen-dokumen penyelesaian buku perkara terhadap
perkara perkara yang sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap.

- Memeriksa buku-buku register, jurnal, buku induk keuangan perkara,
buku keuangan eksekusi, minutasi berkas perkara, laporan-laporan dan
arsip perkara dengan cara mengeksaminasi apakah sudah sesuai dengan
buku pedoman pelaksanaan tugas, pola bindalmin dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

- Memeriksa administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan,
tertib perkantoran, tata persuratan, perpustakaan, inventaris kantor, tata

ruang dan kebersihan dalam dan luar kantor.
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- Melakukan wawancara dengan beberapa pejabat dan pegawai yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

- Mengoptimalkan pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP)
dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai bidangnya yaitu dengan melakukan
pekerjaan sesuai alur pekerjaan dalam SOP oleh para pegawai selaku
pelaksana SOP, melakukan reviu SOP secara berkala ke arah yang lebih
baik dan lebih disosialisasikan kepada pegawai serta diberikan pengertian
akan fungsi dan tugas untuk menambah wawasan pengetahuan pegawai.

- Membuat standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan
jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima
layanan.

- Membuat mekanisme penanganan pengaduan yang cepat dan dapat
memberikan kepuasan kepada pencari keadilan.

- Mengoptimalkan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki
dengan kemampuan SDM di bidang IT serta mengupayakan anggaran
pengembangan IT untuk pelayanan publik.

- Meningkatkan kualitas pelayanan dan sistem kerja untuk mendapatkan

pengakuan dari lembaga lain/masyarakat dan mendapatkan sertifikat 1SO.

3.3. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka
regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan
nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan :“RPJM Nasional merupakan penjabaran
dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada
RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum,
program kementrian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan
lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskaldalam rencana

kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “.

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong
pencapaian prioritas pembangunan nasional hususnya terwujudnya kepastian
hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan
yang berkualitas. Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara
pada RPJM Nasional tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk
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melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum
nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan

hukum dalam berbagai aspek.

Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah
RPJMN tahun 2020-2024 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai
aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara
di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional. Dalam
melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahun
2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembaga maka
kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang
dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka
regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka
memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran
Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur
dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri  Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Adapun
dalam penyusunan kerangka regulasi Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024,
perlu mempertimbangkan prinsip berikut ini :

1. Kerangka regulasi jangka menengah berisi kebutuhan regulasi dan/atau arah
kerangka regulasi yang akan dibentuk sejalan dengan kebijakan pembangunan
nasional yang tertuang pada RPJMN;

2. Kerangka regulasi harus didasarkan pada UUD Tahun 1945, RPJPN Tahun
2005-2025 dan RPJMN;

3. Kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau
mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara
dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional;

4. Kerangka regulasi disusun berdasarkan hasil analisis atau evaluasi terhadap
efektivitas regulasi yang ada, bilamana regulasi yang ada dipandang belum
optimal dalam mencapai tujuan/sasaran pembangunan nasional atau belum
mampu memecahkan permasalahan sebagaimana yang dimaksud diatas; dan

5. Kerangka regulasi disusun dengan mempertimbangkan asas pembentukan dan
asas materi peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
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Pengadilan Negeri Wamena merupakan salah satu pengadilan tingkat
pertama di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai salah satu
perpanjangan tangan Mahkamah Agung untuk Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum. Pengadilan Negeri Wamena harus menetapkan Kerangka

Regulasi, Kerangka Regulasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
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KERANGKA REGULASI

Urgensi Pembentukan Berdasarkan

Arah Kerangka Regulasi dan/atau . . . . Unit Penanggung . . L Target
No Kebutuhan Regulasi Evaluasi Regulgzlnlillﬁilzgng, Kajian dan jawab Unit Terkait/Institusi Penyelesaian
1. SE Ditjen Badilum tentang Penguatan organisasi Peradilan, - Kepaniteraan PN Direktorat Jenderal Badan 1 Tahun
penambahan volume Zitting plaats, Spesialisasi Hakim Wamena Peradilan Umum MA RI
posbakum dan perkara prodeo Peningkatan penyelesaian perkara Badan Litbang Diklat Kumdil
Pembuatan SE peningkatan pelayanan Peningkatan efektifitas pengelolaan MA RI.
publik penyelesaian perkara
Juklak/Juknis tentang pelaksanaan Peningkatan aksesbilitas masyarakat
Bimtek terhadap Lembaga peradilan
Peningkatan kualitas SDM
2. SK KMA tentang standarisasi Optimalisasi pemanfaatan teknologi - Kesekretariatan Badan Urusan Administrasi 1 Tahun
pendukung Kinerja aparatur peradilan informasi, peningkatan kualitas SDM PN Wamena MA RI
3. Pembentukan landasan hukum skala Peningkatan sarana dan prasarana - Kesekretariatan Badan Urusan Administrasi 1 Tahun
prioritas pemenuhan sarana dan pendukung Kinerja aparatur peradilan PN Wamena MA RI
prasarana
4. SK KMA tentang peningkatan kualitas Peningkatan efektivitas kinerja aparatur | - Kepaniteraan dan Badan Litbang Diklat Kumdil 1 Tahun

aparatur peradilan bidang teknis dan
non teknis yudisial serta administrasi
umum

teknis dan non teknis peradilan

Kesekretariatan
PN Wamena

MA RI.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Instansi  : Pengadilan Negeri Wamena Kelas 11
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Wamena yang Agung
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Wamena;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Wamena;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Wamena.
MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 — 2024
PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS |1
Tujuan Sasaran Target Strategis
Target
No. 5
Uraian Indikator Kinerja Tahun) Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 Program Kegiatan Indikator Kegiatan | Target | Anggaran (Rp.)
a. Persentase
Terwujudnya perkara yang
kepercayaan diselesaikan Pembinaan
masyarakat Terwujudnya tepat waktu : administasi
tgrhadap ) Peradilan - Perdata 100% | 100% | 100% | 100% | 95% dan
sistem Persentase para pihak yang Pasti, Permohonan Program pengelolaan | Pelaksanaan realisasi
1. peradilan yang percaya terhadap Transparan - Perdata 100% | 100% | 100% | 100% 95% | dukungan keuanaan anaoaran belania 43.459.025.000,-
melalui proses | sistem peradilan 90% dan ' Gugatan manajemen Badang 99 .
peradilan Akuntabel - Perdata 100% | 100% | 100% | 100% 95% Urusan
yang pasti, ' Gugatan Administrasi
transparan dan Sederhana
akuntabel - Pidana Biasa 100% | 100% | 100% | 100% | 95%
- Pidana Anak 100% | 100% | 100% | 100% | 95%
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- Lalu Lintas

100%

100%

100%

100%

95%

Jumlah putusan
yang
menggunakan
pendekatan
keadilan
restoratif :

- Pidana Biasa

20%

20%

20%

20%

1%

Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
banding :
Perdata
Permohonan
Perdata Gugatan

Perdata Gugatan
Sederhana

Pidana Biasa
Pidana Anak
Lalu Lintas

90%

90%

90%

90%

90%
90%

90%

90%

90%

90%

90%
90%

90%

90%

90%

90%

90%
90%

90%

90%

90%

90%

90%
90%

85%

85%

85%

85%

85%
85%

Persentase

perkara yang

tidak

mengajukan

upaya hukum

kasasi :

- Perdata
Permohonan

- Perdata
Gugatan

- Perdata
Gugatan
Sederhana

- Pidana Biasa

- Pidana Anak

- Lalu Lintas

90%

90%

90%

90%

90%
90%

90%

90%

90%

90%

90%
90%

90%

90%

90%

90%

90%
90%

90%

90%

90%

90%

90%
90%

85%

85%

85%

85%

85%
85%

Persentase
perkara anak

yang

50%

50%

50%

50%

20%
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diselesaikan
dengan diversi

Indeks persepsi
pencari keadilan
yang puas
terhadap layanan
peradilan

90%

90%

90%

90%

90%

Meningkatnya
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Persentase
peningkatan
efektivitas
penyelesaian perkara

60%

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Persentase
salinan putusan
yang
disampaikan ke
para pihak tepat
waktu

100%

100%

100%

100%

95%

Persentase
perkara yang
diselesaikan
melalui mediasi

20%

20%

20%

20%

10%

Meningkatnya
Akses
Peradilan bagi
Masyarakat
Miskin

Persentase
peningkatan akses
peradilan bagi
Masyarakat miskin

70%

Meningkatnya
Akses
Peradilan bagi
Masyarakat
Miskin Dan
Terpinggirkan

Persentase
perkara prodeo
yang
diselesaikan

0%

0%

0%

0%

0%

Persentase
perkara yang
diselesaikan di
luar Gedung
Pengadilan

0%

0%

0%

0%

0%

Persentase
pencari keadilan
golongan tertentu
yang mendapat
layanan bantuan
hukum
(Posbakum)

80%

80%

80%

80%

70%

Program
penegakan
dan
pelayanan
hukum

Peningkatan
manajemen
peradilan
umum

Salinan putusan yang
disampaikan ke para
pihak tepat waktu

Perkara yang
diselesaikan melalui
mediasi

120
Perkara

191.212.000,-

Layanan Pos
Bantuan
Hukum

Pencari keadilan
golongan tertentu
yang mendapat
layanan melalui pos
bantuan hukum

240
Jam
Layana

Rp. 72.000.000
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Meningkatnya

Terwujudnya Persentase putusan Putusan perkara
tindak lanjut Persentase putusan Kepatuhan erkara perdata yan Biaya erdata yan
) perkara perdata yang 5% Terhadap per perdata yang 80% 80% 80% 80% 5% ya per yang - -
penyelesaian o P ditindaklanjuti eksekusi ditindaklanjuti
ditindaklanjuti Putusan - : . ;
perkara - (dieksekusi) (dieksekusi)
Pengadilan
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4.2. Kerangka Pendanaan

. Jumlah Anggaran (Rp.)
No Sasaran Program Kegiatan 5020 5021 2022 5023 5004
1. | Terwujudnya | Program dukungan | Pembinaan administrasi 4.851.900.000,- | 9.232.343.000,- | 10.388.114.000,- | 9.870.569.000,- | 9.041.599.000,-
Peradilan yang | manajemen dan dan pengelolaan keuangan
Pasti, tugas teknis lainnya | Badan Urusan
Transparan, Mahkamah Agung | Administrasi
dan
Akuntabel. Program Pengadaan sarana dan - 37.500.000,- 37.000.000,- - -
peningkatan sarana | prasarana lingkungan
dan prasarana Mahkamah Agung
aparatur Mahkamah
Agung
2. | Peningkatan Program Peningkatan manajemen 59.040.000,- 34.586.000,- 34.586.000,- 31.500.000,- 31.500.000,-
Efektivitas peningkatan dan peradilan umum
Pengelolaan pelayanan hukum
Penyelesaian
Perkara
3. | Meningkatnya | Program Layanan Bantuan Hukum 12.000.000,- 12.000.000,- 12.000.000,- 12.000.000,- 24.000.000,-
Akses peningkatan dan Perseorangan
Peradilan bagi | pelayanan hukum
Masyarakat
Miskin Dan
Terpinggirkan
Meningkatnya | Program Peningkatan manajemen - - - - -
Kepatuhan peningkatan dan peradilan umum
4. | Terhadap pelayanan hukum
Putusan
Pengadilan
Total Anggaran 4.922.940.000,- | 9.316.429.000 | 10.471.700.000,- | 9.914.069.000,- | 9.097.099.000,-
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Wamena tahun 2020-2024 diarahkan untuk
merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis,
baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk
menggambarkan peta permasalahan, titik- titik lemah, peluang tantangan, program yang
ditetapakan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang
ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana Stretegis Pengadilan Negeri Wamena
terus disempurnakan dari waktu ke waktu dengan cara mereviu setiap tahun. Dalam Renstra ini
telah dilakukan perubahan terhadap misi, tujuan, sasaran, indikator serta target yang merupakan

penyesuaian dari Renstra Mahkamah Agung RI.

Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dan ada kemungkinan perubahan. Melalui
Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan
pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula,
diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Wamena memiliki pedoman yang
dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun
yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Wamena dapat berjalan dan terwujud

dengan baik.
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